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WALL KOTA KENDARI

PROVINGI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ROTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALl KOTA KENDARI,

. a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat
(1} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintah Daerabh dan Pasal 112 ayat {2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajb mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah  lentang  Anpparatt
Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) kepads Dewan
Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) untuk memperoleh
Persetuvjuan Bersama,

b bahwa Rancangan Persturan Daersh tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD) yang diajukan
merupakan perwujuden dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024 wvang dijabarkan ke dalam
kebijakan umurm  APBD  serta  prioritas  dan plafon
anggaran sementara yang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tangpal 9 Bulan
Agustus Tahun 2023;

o babwa  berdasarkan  pertimbangan  sebaguimana
dimsksud dalam huryl a dan hurul b perlu
menetapkan  Peranoran Daerah  wentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanjp Daesrah Kota Kendari Tahun
Anggaran 2024,

i, Pasal 1B awvat (B Undang-Undang Basar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tientang
Pembenrukan Kotamadya Dacrah Tingkat T Eendard
{Lembaran Negara Republik indoneam Tahun 1995
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3602);
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Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 lenlang
Keuangan MNegara (Lembaran Nepara Repulik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan [Lembaran Negara
Republik Indonesiss Nomor 1286);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perhendaharaan MNegara (Lembaran Negara [Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahsn Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4339);
Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2004 enlang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Teblun 2011 tentang
Pembentuzan Feraturan Perundang-Undengan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambshar Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 03£34) sebagaimana telsh diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Talhun 2022 rtentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan
Ferundang-lIndangan  {lLembaren  Negara  Republik
Indonesia Tabhun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6301);
Undang-Undang Nomor 23 Takun 2014 tentang
Pemerintohan  Daerah  {Lembaran MNegara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nemer 244, ‘Tambahan
Lernbaraan  Negara Republik  Indonesia Nomar 5587
sehagaimana  telah  Iseberapa kali dicbah  terakhir
dengan Undang-Undang Numor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraluran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor £ Tahun 2022 tentang Cipta Kera
Menjadi Undang Undang {Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Letnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1)
Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2022 tentang
Hubunpan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Femerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesfa Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 6757

Peraturan Pemerintah Nomer 0% Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20 Nomor 210, Tambahan Lembatan  Negara
Kepublhk Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 entang
Pengelolaan Kewangan  Bedan  Layanan  Umum
{bembaran Negara Rcpublik Indeonesia ‘lahun 2005
Nomor 48, Tambahan lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 4302} sebagaimana telah  diubih
dengan Poraturan Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tenlang Pengelolaan
Keuangan Badan Layvanan Umum (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tembhahan
Lembaran Megara Republik Indanesia Nommor 3340
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Nana Perimbangan (Lembaran DNegars Repubiik
indunesia  Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lermnbarun Negara Republk Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemeriniah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyvelenggaraan Pemerinteh Dasrah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakgat
Daerah, dan Informasi Laporan Penvelenggaraan
Pemerintah Daerzh Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Normnor
4693);

Peraturan Pemerintah MNomor 5 Tahun 2002 tentang
Bantuan Keuangan Partal Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebapalmana telah diubah beberapa kall terakhir
dengan Peraturan Pemerinian Nomor 1 Tshun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
NMomor 2 Tahun 2009 tentanp Bantuan Keuangan
Kepada Parial Politik (Lembaran Negara Republik
Indpnesia Tahuan 2018 Nomer 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ©177);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagar Walkil
Pemermntah di Wilayah Provins: {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor [107)
selmgairnans  Wwlah  ditthal: beberapa kall terakhic
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 201]
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebapai Walkil
Pemerintah o Wileyah Proving! (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Alkuntansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonegsia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pembinaan darn Pengawasan Penyelenggarasn
Pemerintabh  Dacrah  (Lembaran Negara  Republik
[ndonesia Talnin 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 604 1j;

Peraturan Pemerintah Nomor 1B Tahun 2017 teatang
Huk Keuangan don Admimstrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Permvakilan HKakyat Laerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 6057
Peraturan Pemerintah Nemor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repulblik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



14

20.

21,

22,

23.

24,

25.

Peraturan  Menteri Dalarn Negeri Nomor 1€ Tahun
2007 tenlung Taly Cara Evaluaesi Rancangan Peraturan
Daerah tentung Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  dan Rancangan Peraturan Kepala Daerzh
tentang Penjmbaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah schagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menter Nalam Negeri Nomor
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Feraturan Daerah tcntang Anggsran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan  Kepala
Dgerals rentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor o2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Inveslasi  Pemerintahb
Daerah {Berira Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 7o4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &) Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesiz Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah dutbah denpgan Peraturan Menteri
Dalam Nepert  MNumpwr 120 Tahun 2018  tentang
Perubshan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
#) Tabhun 2015 tentang Pembentitkan Produk Hukum
Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomer 1573,

Peraturan Menteri dalam Negen Nomor 82 Tabhun 2017
tentang Pengelomponkan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanoan  Jdan Perranggungjawaban  Dana
Opergional [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 36 Tahun 2018
teniang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, dan Tertb
Adminfstrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laparan
Perianggungjawaban Penggunaan Bianluen Kedangan
Dariai Politik (Berita Megara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor £30) sebagsimania telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas PFeraturan Menteri Dalam
Negeri Nemer 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja  Daerah, dan Tertb
Administrasl Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Pplitik {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1777 .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penylusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Negzira Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);
Peraturan Menteri Dalum Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kenangan Daerah
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(Rerita Newgara Republik Tndonesia Tabun 2020 Nomor
1781),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ¢ Tahun 2021
ientang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraiuran
Daerah tentang Perubahan Anpgaran Pendapatan dan
Helanja Daerah, Rancangan Perawran Kepala Daerah
tentang Penjebaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancanpgan Peraturan Kepala Daerah
tenitang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Mhegara Republik [ndonesia
Tahuiz 2021 Nomor 431],

DPeraturan Dacrah Kota Kendari Nomoer 28 Tehun 2017
tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Adnunmistraci
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaklalan  Rakvar
Daerah Kotz Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari
Tanun 2017 Nomor 328 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Kendart Nomor 38 Tahun 2021 teritang Perubahan
Keliga atgs Peraturan Daerah Kota Kendari Mornor 28
Tahun 2017 tentang Hesaran Hak-Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggoia Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kaln Kendari [Lembaran Daerah Kota
Kendari Tahun 2021 Nomor 38);

. Pergiuran Daeralh Kota Kendari Momor 8 Tahun 2018

tentang Rencana Pembangupan Jangka Menengsh
Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Kota Kendam Tahun 2008 Nomor B

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuzngan Daerah
{Lembaran Duaeralhh Kola Kendart Tahun 2020 Nomar 1,
Tambahan Lembaran Daerabh Kota Kendar Nomor 27}

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAHKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

Menetapkan

dan
WALI KOTA KENDARI
MEMUTUSKAN -
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
KENDARI TAHUN ANGGARAN 2024

Posal 1

Dalan Perawuran Daerah mni yang dimaksud dengan .
I. Daerah adalah Kota Kendar.
2. Pemernntah Daerah adalah Wali Kota dan DPerangkal Dacrah

Bebagai

unsur  penyelenggara  pemerintahan  Daerah  yang

memimpin  pelaksanaan  urusan pemerniahan yang menjad
kewenangan Pemerintah Kota Kendari,



%]

10,

11,

12

13.

14,

2)

Wali Kota adalah Wali Kota Kendar

Satuan Kerja Perangkat aerah yang selanjumnya  disingkat
SKPD adalzh unsur perungket dacrah pada Pemerintah Daersh
vang melaksanakan Urusan Pemerintahan Dacrah.

. Angwaran Pendapatan dan Belaiya Daerah yang selanjutnya

disingxat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pembiavaan Daerah adalah semua penerimasn yang perlu
dibayar kembali dan/ataut pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun angguran benkutnya.

Sisa Lebnh Perhungan Angegaran vyang selanjutnya  disebul
SiLPA adalah selsih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama | {satu)} periode anggaran.

Surplus  Anggaran  Daeralh  adalah  selisih lebih antara
Pendapatan Daerah dan Belanja.

Defisit  Anggaran Daerah adalsh selisih  kurang antara
Pendapatan Daerah den Belanja Daerah.

Dana {adsngan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai
kebutubhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang
tidak dapat dibebankan dalam 1 (saty) tahun anggaran.
Pererimaan Daerah adalah uang vang masuk ke kas Dacrah
Pengeluaran Dacrah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
Pendapatan Dasrah adalabh semua hak Daerah yang dialow
schagal penambazh nilat kekayaan bersih dalam perinde tahun
angparan berkenaan.

Pinjeman Daerah adalah semua transeks! vang mengakibatkan
Daerah mencrima sejumlah uang atau menerima manfaar vang
bernilai vang darf pihak lain sehingga Dacrah terschut dibebarni
kewajlban untuk membayar kembali

Pasal 2

APBD lerdiri atas pendapatan daerah, belanjp daerah, dan
pembiayaan daerah.

APRD Kota Kendan Tahun Anggaran 2024
bepjumlah Rp. 1.635.063618.812,- terdin  atas pendapatan
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan dasrah dengan cinclan
sehmgat herikut :

a Pendapatan Daerah Rp. 1.872176.556.612,-
b. Belanja Daerah Bp. 1.373,915.032.260,-
Defisit/Surplus Rp. (1.738.475648, )
c. Pembiayaan MNasrah
1. Penerimaun Ep. GARET7.062200,-
3. Pengeluaran Rp. bl 148585.552,-
Pembiayaan Netto Rp. 1.738.475.648,-
Stea Leblh Pembiaynan Anggaran Tahun Berkenaan
Hp. s
Pasal 3

Pendspatan daerah direncanakan sebesar Rp. 15072.170556.612.-
yang hersumber dar:



Fendapatan ash;
Pentdapatan transfizr; dan
Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

nooow

Pasal 4

{l) Pendapalan ash daerah scbagaimana dimaksud delam Pasal 3
huraf a direncanakan sebesar Rp. 427653.017084,- yang
terdirl atas :

a. Pajak daerah;

h  Retribusi dasrah;

¢, Hasil pengelolaan kokayaan daerah yang di pisahkan; dan
d Lainlain pendapatan asii dacrah vang sah.

(4 Pajak daerah sebagaimana dimaksud peda sayat (1) hurul a
direncanskan sebesar Rp 220000.000.000,-,

{3) Retribusi dacrah sebagaimana dimaksud pada ayar (1) buruf b
direncanakan sehesar Rp, ©3230070.000,-.

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang d  pisahkan
sebagaimana dimaksud pada axat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp. 15.000000.00C, |

15 Lain-lain  pendapatan asl daesrah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} hurul d direncanakan  scbesar
Rp. 129.422047084,-

Pasal 5

1) Pendapalan tanster sebagaimena dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp. 1, 118.969.798.065,- yang
rerdiri atas !

a. Pendapatan transler pemerinialr pusat;, dan
b. Pendapatan transfer antar dacran.

(2] Pendapatan transfer pemecrintall pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat {1 huruf a3 direncanalkan seizesar
Rpy. 1{H12317287.000.-.

[3) Pendapatan Uansfer antar daerah scbagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf b direncanakan sebesar Rp. 1086H32501065,-

Pasal ©

(l}Lam-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimena dimaksud
dalam Pasal 3 hurul C direncanaskan sebesar
Rp, 25553741463 - yang tlerdiri atas :

a. Pendapatan hitah,

b. Dana darurat,;

c. Lain-lain pendapatan sesUai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(2) Pendapatan hibah sehagaimana dimaksud pada avat (1} huruf a
direncanakan scbesar Rp,  ----- -

() Dana darurat sebagaimana dimaksud pada syat (I) huruf b
direncanakan sebesar Rp. - -

{4)Lain-lain pendapalan sesuai  dengan  keteniuan  peraturan
perundang-undangan  sebaguimuna dimaksud pada ayal (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 25.553.741.463,-.




[fagal 7

Anggaran Belanja DNaesrsh Tahun Anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp. 1.073.913.032.260,- yang terdin atas!

a. Belanja operasional;

b Belanja modal;

c. Belanja vdak terduga; dan

d. Belazyja transfer.

Paszal &

(1JAnggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a direncanaksn sebesar Rp. 1.249327.866.199,-
yvang terdirl atas:

a. Belanja pegawai;

L. Belanja barang dan jasa,
c. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi,

£ Belenja hibhan; dan

I, Belanja banmian sosial

(3) Belanja pegawal sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a
direnctRnakan sebesar Hp. 747.118.411.519,-,

(3) Belanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf bdirencanakan sebesar Rp. 410.245.126066 -,

(4 Belarga bunga scbagainana dimaksud pada ayet (1) huraf c
direncanakan sebesar Bp. 21.514. 837717 ,-.

(=) Belanja subsidi sebagaimana dimeaksud pads ayat (1} huof d
direncanalian sebesar Rp. - .

(6 Belanga hibah sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 67.102.490.897 -

(7)Belana hantan snsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf direncanakan sebesar Rp. 3.347.000.000,-,

Pasal @

(1) Angguran belanja modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7
Il b direncanaksn  sebesar Rp. 297587.166.061,- yang
terdiri atas

Belanja modal tanah.

Belanja modal peralatan dan mesin.

Belanja modal bangunan dan gedung.

Belanja modal jalan, juringan, dan wigasi;

Belanja modal asgt tetap lainnya; dan
f Belunja modal ascl lamnnya.

() Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul a direncanakan sebesar Rp. 3.829.042.418,-.

(3 Belanja modal peralatan dan mesin  sebagimana  dima ksud
pada ayat il huruf b direncanakan sebesar
Hp. 31.2G8.027.628, .

{4) Beling modal Gedunyg dan Banguanan sebagaimana dimaksucd
nada ayat {1 huruf c direncarakan s besar
Rp. 71904.083.104,-.

[5) Belanja modal jalan, jeringan, dan migast scbhagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf d direncanakan sebesar
Rp 187.285.932.91i,-.

0en o



|5} Belanja modal aset tetap lainnya sebagammana dimaksud pada
ayat (1) hurut e direncanakan sebesar Bp, ——-

(7] Belanja meodal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] buruff direncanakan sebesar Rp. .32700R0O000O,-.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ¥ huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 27.000.000.000.- yvang
terdirl atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

{JAnggatzan belanja transfer sebageimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf d dircneanakan schesar Rp. - yang terdirl atas:
#€. Belanja bagi hasil;, dan
L. Belanja bantuan keuangan.

() Belanja bagi hasi sebagaimana dimaksud pada avzt (1] huruf a
direnc:anzkan sebesar Rp, ----- :

[3) Belanja bantuan keuangan sehagaimana dimaksud pada syat
{1} hurul b direncanakan sebesar Ep. «~—--

Puasal 12

Angearan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan
schesar Rp. 62.88T.062200,- yang lerdin atas -

A Penerimaan pembiayaan; dan

& Pengeluaran peirbiayaan.

Pasal 13

{l}JAnggaran penerimsan  pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasul 12 hiruf a direncanakan sebesar
Rp. £2.887.062.200,- yang terdirt atas:

a Sisa  lebih  peranungan  angegaran teshun anggaran
sebelumnya;

0. Pencalran gana cadangan;

. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d Penerimaan pinjaman daeraly

e. Penerimaan kembah pemberian pinjaman davrah, dan

f. Penerimaan pembiayaan lainnie sesual dengan ketentuan
peraliran perundang-undangan

(2) Sisa lebih perhitungan anggarar tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
stbesar Rp. 62.887.062.200,-,

(3 Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
huruf bdirencanakan sebesar Rp. ——-- !

{(4) Hast! penjualan ekayaan daerah yang dipisahk.n sebagaimana
dimaksud pada ayat |1) burul ¢ direncanakan sebesar Rp. —- .
(5) Pencrimaan pinjaman deernh sebagaimanae dimaksud pads ayat

{1} hurufl d direncerakan sebesar Kp. ---—-- .

f) Penerimaan kembali pemberian sinjaman dacrab sebagaimana
dimaksud pada ayal (1} hurat e direncanakan sebesar Rp, ----.
(7)Pencrimaan pemblavaan lainnya sesuar dengan  Ketentuan
peraturan perundang-nndangan sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} hurufl dirgncanakan sebesar Rp, -—-.



Pasal 14

(l)Anggaran pengeluaran pembiayaan secbagaimana dmnaksud
dalam FPasal 12 hurnf > direncanakan sebesar
Rp. 61.148.586552,- yang terdirl atas :

a Pembentukan dana cadangan;

I Penvertaan modal daeraly,

¢, Pembayaran cicilan polok utang yang jaruh tempo,

d Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesua dengan ketemiuan
peTaluran petrundang-undangan.

(2} Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayvat
(1} hwuf a direncanakan sebesar Rp, -—--

{(3) Penyertaan modal dacrah sebagamana dimaksud pada ayat (1
huruf b direncanakan sebesar Rp, -—-—

(4) Pembayaran cicilan pokok Utang yéng _}ﬂtuh tempo sebagaimana
dimaksud padas ayat (I} huraf ¢ direncanaksn  sebesar
Rp. 61.148586.552,-

{5 Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimsaksud pada ayat
(1) burul d direncanakan sebesar Rp. ----- .

{6} Pepgelugran pembioyaan lamnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
avat (1] huruf e direncanakan scbesar Rp. —--.

Pasal G

(1) Selisih antara anggaran pendapatan caerah dengan anggaran
belanja  daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/{Defisit)
sebesar Rp. (1.738.473.048,-)

(2] Pembiayman nete  yang mcerupakan  selisih  penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp. 1.735.475.0648,-

Pasal 16

(1) Dalam  keadaan darurat  termasuk  keperluan mendesak,
Pemerintah Dacrah dapat melakukan pengcluaran yang belum
terseciia  anpggarannya dan/aten pengeluaran  melebihi  pagu
yarg ditetapkan delam peraluran dacrah ni, yang selanjuinya
dimasukan danm anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kota Kendari hun anggaran 2024, dengan 1sta cara sesuai
dengan cara teriebih dahulu melakukan persturan  kepala
daerah tentang Penjabaran APBD. dan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD sclanjutnya disampaikan dalam [aporan
Reahsasi Anggaran.
{2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
4. Bencana alam, bencana non-alam, bencans sosial danfatau
kejadian luar biase;

b Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ataw

c. Kerusakan sarana/prasgranzg  vang dapal  menggarnggu
keglatan pelayanan publik.

{3} Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada avat (1)
el puti:

a Kebumuhan dserah  dalam  rangka pelayanan  dasar
masyarakal yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berialan;




h. Belanjm daegrah yang bersifat mengikat dan belanja vang
bersifat wajib;

e Pengehuaran daersh vang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnys, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnyva yang apabila ditunda aitan
menimbulkan kerugian vang lebih besar bagi Pemerntah
Daerah dan/fatau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lkehih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalapi Pesal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bapian tdak terpsabkan dan Peraturan Daerah
ini rneliput

1. Lampiran | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menmwuut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

2. Lampiran i Ringkasan APBD yang Diklasifikas: Menurut
Urusan Pemerintanan Daerah dan Organisasy

3. Lampiran 1 Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Kegiatan, Kelpinpck, Jenis Pendapatan, Belanja
dun Peimnbiayaan;

4. lampiran IV  Rekapitulas: Belanja Menurut  lrusan
Pemenmtahan Daerah, Organisasi,  Prograr,
Kegigtan Beserta Hasil dan Sub  Kegiatan
Beserta Keluaran,

o Lampiran V¥ Rekaptulasi Belanja Daereh Untuk
Keselarasan cian Keterpaduan Urusan
Pemerintalh Daeral: dan  [Fungsi  Dalam
Kerangksa Pengelolaan Keuangan Negara

6. Lampiran VI  Rekepitulasi Belanja Unwk Pemenuhan SPM,

7. Lampiran V1 Sinkronisasi Progrem pada RPJMD dengan
Fancangan APBDI

B, Lampiran VI Sinkronisasi  Program. Kcgiatan  dan  Sub
Kegiatan pada RKPD  dan  PPAS  dengan
Rancangan APBD;

9, Lampiran X  Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Dasraby,

10. Lampiran X  Daftar Jumlah Pegawsai Per Golongan dan Per
Jabgtan;

11. Lampiran XI  Daftar Piutang Daerah;

12l.ampiran XII Daftar Penyertaen Modal Daerah dan Investasi
Dasrah Lainnya;

13. Lampiran Xl Dallar Perloraars Penambahan den
Pengurangan Aset Telap Dacrah dan Aset Lain-
Lain,

14, Lampiran XV Daftar Sub  Regiatan Tahun jamak (multy
years)

15, Lampiran X¥  Dattar Dana Cadangan, dan
16; Lampiran XVl Daftar Pinjguman Dacreh,




Pasal 18
Ketentuan lehih lanjint mengenal Penjabaran Anggaran Pendapatan
dinn Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2024 diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kaoa Kendari.

Pasal {9
Peraturan Daerah ini mulai berlakn pada tanggal diundangkan,
Agar setap orang mengetahuinya, memerimtahkan pengundangan

Peraturan Daerah i dengan menempaikannya dalam Lembaran
Daerah Kota Kendarl

Ditetapkan di Kendar
Pada tangpal 79 - 17 -2023

PARAF KOORDINAS! |

NO [ IMSTALASI/LOUT KERJA | WA RAF

|_{-| Lt | B

Diundangkan di Kendart
pada tangeal 29- 12 - 2023

5 DAERAH KOTA KENDARI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR :7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAMUN ANGGARAN 2024 :
(7/72/2023)
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